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Abstract
The community based forest management as d recognition of ghts ()f i digenous
people's elJbrt, communiy basedforest managemeit is a fom of cooperdtion bebreen
PT.Perhutani, people inforest, and stakeholdex The concept is based on the rdluer
of Pancasila, among others; the value of the Godhead (religion norulity), human
values (humanistic) and socialvalues (nalionalistic, democratic and socialjustke./.
The community based forest managemcn4 im inplementation can be felt to produce
a double benefit, among others accommodated all interests. PT.Perhutani, forest
society, is able to reduce conlict[ ofintercst. The co]nmunitl bdsedfotest munagement
can be regarded as a fonn afrecognized o.findigenous rights elforts, although limited
to the recogtrilk)n offorest resources mandgenenl righl.t. Neyertheless, cdn be
incleasi gJbrest society weUare
Kqat)ord: Society, Costum, Fot?st
I. PENDAHULUAN
Kebcradaan masyarakat adat merupakan
hak asasi yang telah dijamin dalam dcklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-
HakMasyarakatAdat, sehinggakeberadaan
dan hal-hah1a harus dJaku. Dengan kaa lain
rnasyarakat dat mempunyai kedudukan yang
setara dengan semua masyarakat lain, dan
memprmyai kedudukan yang sama di hadapan
hukum. Di Indonesia kebemdzurn masyarakat
adat dijamin oleh konstitusiyakni di dalam
Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik lndonesia 1945, yang
menlatakan bahwa "Identitas budaya dan hak
masyarakat tmdisionil dihormati solaras
dengan perkembangan zaman dan
peradaban".
Sebuah kenyataan sebagian bcsar
masyarakat adat (hadisionil) Indonesia scjak
zaman dahulu kehidupannya banyak
bergartung pada hutan, dan dengan adanya
Pengeload llutun Berba\is Mosyarukat erlRlq
pengakuan kcbcradaan masyarakat dat di
dalam konstitusi kita maka keberadaalr
masyarakat adal diakui dalam UU No.19
Tahun 2004 tentarg Kchutanan, dengan
pemyataan bahwa dalam hal penguasaan
hutan oleh ncgara tetap memperhatikan hak
mas)  a raka l  hukum ada t .  sepan iang
kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan
dengan kepentingan asional.
Eksistensi hak masyarakat adat
meskipun sudah diakui di dalam ketentuan
pemturan perundang-undangan. akan tetapi
pada tataran pEksis seringkali rnasih terj adi
pelanggaran. Sqjak dul u hingga raa rin i j u raan
masyamkat disekitar hutan menggantMgkan
hidup dan kehidupannya pada Foduksi danjasa hutan, masyarakat sekitar hutan dengan
gaya hidup subsistem-nya semakin hari
semakin terpinggi*an akibat adanya scbuah
pergeseran pemahaman, yakni ketika
hubungan antara hutan dan masyarakat dilihat
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sebagai faktor ekonomi belaka. Kondisi rnr
mendorong pemerintah untuk melakukan
petrgelolaan sumber daya hutan secara
sentralistik, s€hingga masyarakat sekitar hutan
salgat sedikit, bahtan sama sekali tidak
mempunyai akses pada sumberdaya hutan
yang ada di sekitamya.
Akibatnya sudah dapat diduga, keadaan
masyarakat sekitar hutan taraf hidupnya sangat
memprihatinkan, terbatasnya kses pada
surnberdaya hutan, terbatasnya kesuburan dan
luas lahan yang dimiliki, tingkat pendidikan dan
keterampilan yan g relatif rendah merupakan
faktor-faktor yang menjadi penyebabnya.
Kondisi yang demikian cendcrung menjadi
sebuah ancaman bagi kclcstarian kawasan
hutan (Sutaryono, 2008: I4).
Kerusakan hutan sebetulnya hanya
sebagian kecil yang diakibatkan oleh
perambalmn hutan dan perladangan beryindah
yang dilakukan oleh masyarakat adat
(tradisionil). Pada zamar orde baru,
masyarakat adat yang menetap di hutan
senantiasa dituduh sebagai perusak sumber
daya hutan nasional. Padahal kalau di lihat
bahwa sebenamya kerusakan hutan justru
disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah dalam
pengelolaan hutan yang cendenrng erkstraktif
darr m€ngejar pertumbuhan ckonomi sccam
cepat. Kemncuan semakin diperparah karena
kadang-kadang banyak pemtumn perundang-
udangan yang saling bertentangan dengan
dikeluarkan oleh beberapa departemen
(sekanng kementerian) yang berbeda dan
dengan secara bersamaan dikeluarkan
beberapa peraturan perundangan, scpcrti:
Undang-Undang No. I I Tahun I 967 tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Pedambangan
(tru Pertambangan), Undang-Undang No. I
Tahun 1967 Penanaman ModalAsing dan UU
No.6 Tahun 1968 tentang Penaman Modal
Dalam Negeri. Pada tahun 1970 disahkan
Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970
tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan
Pemungutan Hasil Hutan (HPPH), serta
Peraturan Pemcrintah No.33 Tahun 1970
tentang Perencanaan Hutan. Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah tgrsebut secara
bersama-sama enciptakan kerangka bagi
eksploitasi ekonomi sumber daya alam
hdoncsia secara sisremaril olch pensahaan-
perusahaan besar (Rachel Wrangham, 2003).
Pada em otonomi daemh kerusakan hutan
juga dapat diperparah dengan adanya
penambahan wcwenzlng yang cukup bcsar.
yang mana kewenangan terscbut digunakan
sebagai dasar dibuatnya Peraturan Daerah
yang pada akhimya bern-rj uan meningkatkan
Penghasilan Asli Daerah yang tidak sedikit
menggunakan ckploitasi sumber daya hutan
sebagai altematif nya. Scbagai contoh
penyebab makin paralmya kerusakan hutan di
era otonomi dacrah ini termasuk dengan
pemberian ijin HPHH skala kecil,lPK dan
sebagainya t npa perhihmgan ketelsediaannya
sumberdaya hutan yang matang (Rachcl
Wrangham, 2003). Laju kcrusakan hutan
makin pamh di era otonomi daemh, kcrusakan
hutan mencapai 2,5 juta Ha,/tahun. Bandingkan
dengan data serupa era pcme ntahan orde
baru yang "hanya" I ,6juta Httahm (Sudarta
PH, Suam Merdeka Edisi 22 April 2001.7.
Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat
(PHBM) sebagai suatu konscp pcngelolaan
hutan yang di dalamnya sarat dengan
perwujudan pengakuan hak masyarakat ada!
diharapkan akan dapat menjadi solusi bagi
ancaman kelestarian kawasan huta .
Meskipun temyata dalam pelakanaannya juga
tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran,
berdasarkan latar belakang tersebut di atas
maka penulis ingin membahas tentang PHBM
sebagai upaya Pengakuan hak masyarakat
adat" dan disini disampaikan beberapa
pertanyaa! masalah yang akan dijadikan titik
tolakpembaiasan kajian ini.yairu arura lain
sebagai berikut:
l. Bagaimana upaya Pengakuan hak
masyarakat dat dalarn porgelolaan sumber
daya hutan di lndonesia ?
2. Apakah Konsep Pengclolaan hutan bcrbasis
Masyarakat (PHBM) merupakan upaya
Pensal-uan hak masvarakat adat ?
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II. PEMBAHASAN
Pengakuan Hak Masyarakat Adat di
Indonesia
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang
Undang Dasar 1945 mcnyatakan " Burni dan
air dan kekayaan alam yang tcrkandung dr
dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-bcsar
kemakmuran rakyat" mengharuskan adanya
tanggung jawab pemcrintah dalam melakukan
pembangunan pada umurnnya, dan di bidarg
pengelolaan sumberdaya alam khususnya gar
dapat menunjang kesejahteraan dan
kemakmuran scluruh rakyat Indonesia tanpa
terkecuali.
Untuk itu negara dcngan segenap upaya
melakukan pembanguran-pembangunan di
bidang pengelolaan sumber daya alam, salah
satunya adalah pengelolaan sumber daya
hutan. Ketentuan Pasal 33 UUD 1945
tersebut di atas memunculkan konsep hak
menguasai negam tcrhadap sumber daya alam,
berdasarkar ketentuan Pasal2 ayat (2) UU
No.5 Tahun 1960 tentang Pemturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, "Hak Menguasar
Negara" diartikan sebagai:
1. Mengatur dan menyelenggarakan
perubahan, penggunaan, persediaan, dan
pemeliharaar bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang
dengan burni, air dan ruang angkasa.
3. Menenrukan dan mcngarur hubungan-
hubrmgan hul:um antara omng-orang dan
perbuatan-pcrbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Dalam konsep pengelolaan hutan hak
msnguasai negara berarti sebagai penguasaan
hutan oleh negam sebagaimana tersumt dalam
Pasal4 Undang-undang No.19 Tahun 2004
tentang Kehutanan (UU Kehutanan), sehingga
memberikan ponguasaan terhadap scmua
hutan yang ada di u rlayah Rcpublil Lrdoncsia
dan ayat (2) wewenangkepada pemefintah
mtuk
l. Mengafur dan mcnguus segala scsuafu
yang bcrkaitan dengan hutan, kawasan
hutan, dan hasilhutan
2. Menclapk?Ln slatuswilayah Enentu scbagai
kav/asan hutan atau kawa-san hutan scbagal
bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubrngan-
hubungan hukum antara orang dengaD
hutan, serta menganu pcrbuatan-pcrbuatan
hukum mencgai kehutaaan
Pengakuan terhadap masyarakat adat
baru tersirat pada ayat (3) nya yaitu:
'penguasaan hutan olch negara digrunkan
sebcsar-besar kemakmuran raLJat dan tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat
sepanjang kcnyataannya m si}r ada dan diakui
keberadaannya, scrta tidak beftentangan
dcngan kepentingan asional. Perhatian
terhadap hak masyarakat adat ersebut di atas
merupakan arnanat konstitusi yaitu dalam Pasal
28I dalam ayat (3) UUDNegara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan idcntitas
budaya dan hak masyarakat tradisionil
dihormati selaras dcngan perkenbangan
zaman dan peradapan-
Dalam Pasal 67 ayat (l) menyatakan
masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kcnya taannya  mas ih  ada  dar  d iaku i
keberadaannya bcrhak:
1. Melahrkan pemungutan hasil hutan untuk
pemenuhan kcbutuhan hidup sehari-hari
masyarakat adat yang bersangkutaD.
2. Melakukan kcgiatan pengclolaan hutan
berdasarkan hukum adat yang berlaku dan
tidak bertentangan denga[ wrdang+ndang;
3. Mendapatkan pembcrdayaan dalam rangka
meningkatkan kesejahteman.
Pengakuan masyarakatadat merupakan
hal yang esensial, karena disamping mcrupakan
hak asasijuga masyaral@t adat memiliki peran
sangat penting dalam pengelolaan hutan.akal
rctapi pengakLran disini tidak jelas. (erpcrinci
dan seca.a total. Adabeberapa lasan yang
tentang betapa pcntingnya peran masyamkat
adat dalam pcngclolaan hutan di masa depan,
yaitu bahwa (Bcstari Raden dan Abdon
Nababan,2003) :
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l. Masyarakat adat mcmiliki motivasiyang
kuat dan mendapatkan i sentifyang paling
bernilai untuk melindungi hutan,
dftlandingkanpibak lain kalenamcnyangkut
keberlanjutan kehidupan masyarakat dat.
2. Masyamkat adat memiliki pengetahuan asli
dalam memelihara dan mcmanfaatkan
sumberdaya hutan yang ada di dalam
habitat mereka.
3. Masyarakat adat memiliki hulum adat l'mtuk
ditegakkan
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan
adat yang mengarur interaksi harmonis
antara mereka dengan ekosistem hutannya.
5. Sebagian dari masyarakat adat sudah
nemiliki organisasi darjaringan koja wnk
membangun solidaritas di antara
komunitas-komunitas masyarakat adat,
dan juga mengorganisasikan dukungan
politis dan teknis dari pihak-pilak luar
6. Masyaral@t adat dilindungi UUD I 945 dan
diatur dalam beberapa instrumen
intemasional, yang mcngharuskan negara
mengal-ui. menghormari dan melindungi
hak-hak tradisional.
Dalam Undang-undang No.l9 Tahun
2004 tentang Kehuhnan terdapar kontroversi
terhadap pengakuan hak masyarakat adat
yakni antam ketentuan Pasal 4 tentang konsep
penguasaan hutan oleh negara yang tetap
memperhatikan hak masyarakat adat dan
Pasal5 yang manatersirat bahwa tidak ada
pengakuan hak masyarakat adat. Pasal 5
dijelaskan adanya pcmbedaan status hutan
negam dan hutan hak, yang mana didalam
hutan negara tefinasuk hulan adal. sebagai
konsekuensinya kepemilikan hutan adat
teNebut berada di bawah pemerintah, schingga
pengaturan tentang pemanlatan dan
penggunaan kawasan hutan terscbut
s€p€nuhnya berada di bawah kontrol dan
kekuasaan pemerintah bukan masyarakat
adat, masyarakat adat hanya diberi hak
pengelolaamya dan pemungutan hasil hutan.
Padahal kenyataannya hutan adat tersebut
sudah dikuasai oleh masyarakat dat sejak
zaman nenek moyarg mereka dan bersifat
tunur temumr\ yang biasa dikenal dengao hak
ulayat, hal ini bemrti hak masyarakat dat idak
diakui sepeNhnya.
Pengakuan hak masyarakat adat telah
dijamin dalam konstihsi bahkan telah dijamrn
dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tcntang Hak-Hak Masyarakat Adat,
sehatusnyadalarn U dang-Undang Kehutffarl
terscbut memberikan jaminan kepada
mas; arakat adal scpenuinya. baik dari scgi
kepemilikannya maupun pcnglolaannya.
Undang-mdang Kchutairn ini.j ika dilihat dari
substansinya secara politik hu|-um masih
menganut paradigma pengelolaan hutao yang
masih didominasi oleh ncgara dan tidak
mengarah sistim pengelolaan hutan berbasis
masyarakat dat. Hal ini sebenamya s€tali tiga
uang dengan kebijakan pengelolaan hutan pada
zaman orde baru sehingga retbnnasi yang
diharapkan, yaitu yang pro kcrakyatan belum
tcrulljud.
Ada bcbcrapa pendapat yang lebih
skeptis yaitu discbutkan disini, hukum telah di
salah gunakan mqljadi hanya instrumen rmtuk
mengambil-alih sr.rmbo-sumber ekonomi )ang
dikuasai masyarakat adat dan kemudian
p€ngusaltaannya diserahkan secam kolusifdan
nepotistik kepada perusahaan-perusahaan
swasta yang dimiliki oleh segelintir elit politik
dan kroni-kroninya. Karena ditemukan
berbagai kcbijakan dan hukum yang secara
scpihak menetapkan alokasi dan pengelolaan
hutan yang sebagianbesar berada di dalam
wilayah-wilayah adat, di bawah kel-uasaan
dan kontrol pemerintah. Pada zarnan itu (orde
baru) produk hukum merupakan produk
politik, potret hukum diwamai oleh sistem
politik. HLrkurn:nerupalan alat yang dipakai
untuk mewujudkan tujuan-hrjuan politik, oleh
sebab itu hulorm sangat sarat dengan model-
model elit is dan bersifat konservatif,
dikarcnakarmya proses pembentukannya tidak
panisipalif. melainkan senlaljsl ik. otunomi
politik lebih besar dibanding otonomi hukum
(Esmi Wamsih, 1999:6).
Selama kurun waktu lebih dari tiga dasa
u arsa lerakhir ini lelah terjadi manipulasi
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intepretasi oleh pemcrintah sebagai
penyelenggara kekuasaan egaxa terhadap
konsepsi "hak menguasai negara", yaitu
pertama, pemetint^h telah memberikan
int€g€tasi sempit dan tunggal alas hrminologi
\egarc (stote). Negara semata-mata
diinterprerasikan scbagai pemerintah saja.
bukan pemerintah (go vernment) datrakyat
Qteople) sebagaimura dimaksud dalam
terminologi regara dalam UUD 1945.
Pengertian regara mempunyai 4 (empat)
komponen pokok, yaihrl. wllayah (tenitory),
'nky at Q) e o p I e), p emei,nt^h G ove rn m e n t\
serta kedaulatan (sorv eteignity). Karcna itu,
hubungan antam pemeriniah dan mlyat dalarn
konteks penyelenggaraan negam bemda pada
posisi yang sama bukan dalam hubungan yang
beFifat super-subordinasi tau hubrmgan yang
bercomk atasan (superior) dar, bawahan
04l€,"ror) (Rachmad Syaf^' ^ t, 2OO3 :  | -32).
Sejalan dengan kondisi tenebut diatas
Ofto Sumarwoto (2003) menegaskan bahwa
kita tidak dapat mencruskan kebijakar
pengelolaatr linglongan hidup. Klususnya
hutan, dengan pendekatan Atur-dan-Awasi
(ADA) at^u Comman and Control.Dengan
ADA, peraturan perundangan bersifat
setJallstik, top dowk, tak demokatik, kaku
dan birolaatik. ADA tidak atau sedikit sckali
memberi insentif kepada masyarakat lokal,
untuk mengambil inisiatif ikut merumuskan
peraturan perundang-undangan dan
mengawasi pelaksanaannya, ADA pada
penegakan hukum (pen-model lsimiialisasi),
t€tapi penegakan hukurn iu sangat lemah oleh
adanya perilaku Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), kerusakan yang parah
pada lingkunga hidup, khususnya hutan kita,
menunjukkan bahwa ADA telah mengalami
kegagalan-
Selanjuhya altematif yang disanpaikan
ialahAtur-Diri-Serdiri (ADS), dalam ADS
tidak berarti tidak a& peraturan pemndangan,
peraturan perundangan tetap ada, bahkar
lebih keras. Peraturan pcrundangan disusul
bersama-sama dengan masyarakat,
masyarakat tidak saja diberi kesempatan
Pengelotun Hutan Berbasn Maryarukat (PHBM
untuk ikut dalam proses penlusunan pemtumn
perundangan, mglainkan didorong untuk
secaru nyata ikut scrta dalam pengambilan
keputusan dalam pen]rusunan peraturan
perundangan (Rachmad Syafa'at, 2003:3 I ).
Menurut Satjipto Rahardjo, pcncgakan
hukum sebagai kontrol sosial bisa dijalankan
melalui 'modcl kriminalisasi' dan 'model
keiasama'. Dalam model aimirLalisasi, maka
secara formal badan pcngontrol adalah suafu
kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang
dikontrol dan yang bisa memaksakan
kepatuhannya, hubungan didasarkan pada
saling tidak pcrcaya. Sedangkan dalarn mod€l
kerjasama, dua kckuasaan yang sama
peringkatnya (equal level of outhorities)
bekeda be6ama-sa.rna untuk satu tujuan yang
sama, dan itu di dasari oleh sikap saling
percaya, badan penegak hukum dan wakil
indushi sama-sama membuat ahrran baru dan
sruldur kontrolnya (Sai ipto Rahardjo, Jumal
Hulrrm Lingkungan &donesidn Cenlerfor
E vironnental Law Tahun I No. l/1994).
Penegakan hukum dengan model
kedasama merupakan altematif yang baik
mnk dijalankan lcbih dahulu dad pada model
kiminalisasi scbab model yang pertama
tersebut menurut Satjipto Rahardjo lebih
cocok dengan paradigma kekeluargaan,
musyawarah dan hamoni dalam arsitektur
kenegaman dan hukum kita. Dibarding dengan
model aiminalisasi, dimana penempan model
tersebut merupakan pcmaksaan kepatuhan
sehingga mcnsyaratkan adanya kctcntuan
hukum positif lebih dahulu selanjutnya
dilakukan pemaksaal1 pentaatan, yang
kadang-kadang pentaatan yang dilakukan
dengan pemalcaan tidak lcbih efektifdaripada
yang dilakukau dengan cara persuas if yang
bisa mcnumbuhkan kesadaran hukum yang
pada akhimya akan mcmudahkar dalam
pengawasan.
Pendekatan Atur-Diri-Serdiri (ADS)
menurut Otto Sumarwoto atau penegakan
hukum dcngan pendekatan modcl kerjasama
menurut Satjipto Raharjo dapat dijadikan
altematif dalam pengelolaan hutan, karena
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semua hal tersebut lebih memberikan
kesempatan kepada masyarakat adat unnrk
lebih berperan baik dalam pcngelolaan
maupun dalam pengawasan. Sehingga
masyarakat lebih merasa memiliki sehingga
akan lebih berhati-hati dan benindak untuk
tidak merusak lingl{ngan.
Konsep Pengelolaan Hulan Berbasi$
Masyarakat Sebagai Upaya Pengakuan
Hak MasyarakatAdat
Paradigma pengeloan hutan berbasis
masyaxakat sebenamya sudah ada berabad-
abad lamanya yaitu sebagai model kearifan
pengelolaan hutan ,€ng sudah sering dilakukan
oleh nenek moyang kita. Pada tahun 1 970an
model PHPM t€ryinggirkan dengan kebijakan
Pengelolaan Hutan Berbasis Negam @HBN)
atau manajemen hutan berbasis negara (Stale
Forest Management) yang mana modcl
tersebut bercirikan berpihak pada pemodal
besar, pengelolaannya bersifat eksploratif
sehinggamenimbulkan beberapa dampak
negatif yaitu kerusakan lingkungan,
keterdesakan masyamkat asli, te.jadinya
konflik antara masyarakat dengan pengusaha
bahkan hancurnya budaya lokal(www.csfori 
.
Di kalimaotan Timur pada tahur 1990,
beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) dan Perguruan tinggi berupaya
mendorong PHBM sebagai sebuah altematif
untuk mengatasi degradasi hutan sekaligus
untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi
masyarakat sekitarhutan, kedaulatan ditangan
rakyat diyakini mereka akan punya rasa
memiliki (o u)n el s h ip\ sehingga pengelolaan
lebih memperhatikan kelestarian dibanding
PHBN (www.csf.or.id), bisa dikatakan
bahwa pengelolaan hutan sebelumnya sclalu
berbasis kepentingan, yaitu kepentingan
pemerintah yalg lebilr mengejar perturnbuhan
ekonomi disatu pihak dan di lain pihak
kepentingan pihak-pihak indiushi besar. lbhl'm
2001 bersamaan perubahan situasi, dimana
kewenangan untuk membuat kepufusan,
termasuk di bidang kehutanan, dialihkan
kembali ke daerah dengan dikeluarkanlah
Surat keputusan (SK) Gubemur Jawa Tengah
No.24l2001 tentang Pcngeloaan Sumber
Daya Hutan Bcrbasis Masyarakat.
Keluamya SK tcrsebut dilatar bclakangi
oleh kejadian yang teiadi dibeberapawilayah
hutarjati di Jawa tengah, yaitu meningkatnya
pencurian kaJru oleh masyarakat disekitar
hutan yang membuat kuwalahan petugas.
Karenaterbatasnyapersonil (petugas polisi)
dibanding dengan luas hutan jati di setiap
wilayah Kesahlan Pemangl(-uan Wilayah
Hutan (KPH) yang ada di Jawa tengah.
Terlebih sctelah adanya gcj olak politik yang
berakibat tumbangtya pemerintahan Suharto,
dimana banyak tcrjadi tindakan brutal dan
anarki yang juga berakibat kepada
p€mmbahan hutan schingga terjadi akselerasr
kerusakan hutan yang sangat cepat.
Sebagaimana diungkap oleh SugaF J.A
& Irnarn F.R (2007:42-46) dinyatakan bahwa
sebelunmya dalarn schari hilang 120 pohonjati,
bagi Perhutani hilangnya pohon teBebut idak
masalah, pada saat itu kehilangan sampai 100
pohon dianggap lumrah, sclanjutnya kalau
melihat hutan yang rnencapai sekitar 70 7o dari
wilayah Kabupaten Blom. Polres Blo.a masih
kelarangan personil sampai 100 orang lebih,
karena pc lugas  po l i s i  un tuk  mc layan i
masyarakat butan hanya urusan kayu, cukup
banyak lainnya yang perlu pelayanan yang
tcrbaik. Hutan petak Ex sasaran kota di daerah
KPH Randublatung hendak dijadikan hutan
kota. Ide tersebut direspon oleh masyarakat
maupun Pemda setempat, semua pihak ingln
menhutankan kembali, dengan kerjasama
PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat).
Konsep PHBM menurut SK Cubemur
Jawa Tcngah No.24l2001 adalah "suatu
sistem pcngelolaan sumberdaya hutan yang
dilakukar bemama masyarakat dengan jiwa
berbagi antara PT.Perhutani (Pcrsero),
masyarakat dcsa hutan, pihak yang
berkcpcntingan. bersama unmk mencapai
kcberlanjutan i gsi dan manfaat suDber daya
hutan (SDH) dapat dir{ujudkan secam optimal
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dan proporsional. Para pihak di dalam
perjanjian PHBM yaitu PT.Perhutani,
Masyarakat desa hutan dan pihak terkait
(Pemerintal (Propinsi, Kabupaten/Kota),
LSM, Lembaga ekonomi masyarakat,
lembaga sosial masyarakat, Usaha Swasta,
lembaga pendidikan dan lembaga donor).
Semua pihak berbagi pengelolaan dengan
kaidah-kaidah keseimbangan, keselarasan,
keberlanjuran. kesesuaian. dengan prinsip
saling mengunhngkaq saling memperL:uat dan
mling menduktrrg, berdasarkan: keadilan dan
demokatis, keterbukaan dan kcbersanaan,
pembelajaran bersama dan saling mcmahami.
kej elasan hak dan kewajibal, penberdayaan
ekonomi kerakyatan, kerjasama
kelembagaan, perencanaan partisipalif,
kesederhanaan sistcm prosedur, kesesuaian
pengelolaan dengan karakteristik hukum
wilayah dan keanekaragaman sosial budaya.
Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagat
fasil i tator, PHBM memberikan arah
pengelolaan dengan memadukan aspek
ekonomi, ekologi dan sosial secara
proporsional(wwwcitramong.wordprcss.com)
dengan tujuannya ntam lain:
I . Meningkatkan kesejahtoraan dan kualitas
hidup
2. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas
ekonomi dan sosial masyafakat
3. Meningkatkan peran dal1 tanggungjawab
PT.Perhutani, masyarakat desa dan pihak
yang berkepentingan.
4. Meningkad<an mutu dan sumberdaya hutan
5. Meningkatkan produltivitas dan keamanan
huhn
6. Menciptakan lapangan kerja
7. Meningkatkan kesempatanberusaha
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan
negala.
Ruang lingkup kcgiaran PHBM drbagi
menjadi 2, yaitu:
1 . Kegiata[ dalam kawasan hutan
a. PengembanganlgrrwiJbres t/y den5an
polabisnis (pengamanan hutan mrlalui
pola berbagi hak, kewajiban dan
tanggungjawab).
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b. Taabang
c. Galian
d. Wisata
e. Pengembangan Flora dan Fauna
f Pcmanfaatan sumbcr daya aia
2. Kegiatan di luar Kawasan hutan:
a. Pembinaan masyarakat desa hutan
b. Pemberdayaan kelembagaankclompok
tanihutan
c. Pemberdayaan lembaga desa
d. Pengembangan ekomomi kesejahterdan
e. Perbaiakan biofisik desa hutan
lL Pcngombangan hukum ralJat
g. Banfuan Sarana dan prasarana desa
hutan.
Pengelolaan Hutan Be$asis Masyarakat
(PHBN4) merupakan konsep memiliki bcrbasis
sama dengan pendekatan ADS (atur diri
sendiri) sebagaimana y ng dikcmuknkan oleh
Otto Sumarwoto dan Satjipto Rahardjo
bahwa pendekatan kerjasama dalanr
mengelola sumber daya hutan, PHBM
berwujud scbuah kesepakatan/pcrjan;ian
antarapemerintah (Perhutani), sekelompok
masyarakat dat setempat dan pihak yang
berkepentilgan sebagairnana sudah dijelaskan
setrelumnya. Masing-masing pihak dihampkan
memiliki kedudukan yang sama (setam) daltun
mewujudkan pengelolaan hutan yang
bcrkeadila.n dan berkelanj utan.
J ika dilihat dari latar belakang timbulnya
PHB M yang bcrawal dari ketidakmampuan
dalam mcngatasi merebaknya kasus
pencurian, berarti bahwa pcnyclcsaian secam
huk m (dalan hal ini Hukum Pidana)
mengalami kebuntuan, maka PHBM dapat
diartikan scbagai penyelesaian diluar hukum
Pidana lNoa Peral) ycng ak;n mcmpunyai
akibat yang lebihbaik. Penyelcsaian diluar
ketentual1 hukum pidana tersebut bisa
dikatagorikan scbagai mediasi penal berupa
konsil iasi yaitu suatu usaha untuk
menpedemukan kein gilan-kcinginan pihak-
pihak yang baselisih (dalam hal iri masyamkat
pengambii kalu ilegal dengan Perhutant, bagi
tcrcapainya sualu penetr-rjuan bersarna (yaitr-r
bcrupa perj anj ian Pl{BM).
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Kondisi tersebut, sejalan dengan
pemyataan BardaNawawiArief (2008: 34)
bahwa walaupunpada umumnya penyelesalan
sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam
sengketa perdah, namun dalam pmktek sering
juga kasus pidana diselesaikan di luar
pengadilan melalui berbagai deskesi aparat
penegak hukum atau mclalui mekanisme
musyawaraV perdamaian atau lembaga
pemaafan yang ada dalam masyarakat
(musyawarah keluarga, musyawarah desa,
musyawarah adat dsb).
Mediasi penal yang akhirnya
membuahkan hasil yang berupa kescpakatan
tentang PHBM mcrupakan altematif yang
patut dikembangkan sebab dapat memiliki
dampak psikologis yang cukup baik bagi
kelangsungan hubungan yang baik antara
PT.Perhutani dan masyarakat hutan sebab
menurut Stefanie Trankle dalam Barda
Nawawi Arief(2008: 5-6) mediasi pidana
benolak dari ide dan prinsip kerja l wor*izg
p r i n c ip I e) sebagai ber*rt:
a. Penanganan konflik (konllict handling/
Konfiktbearbeitung).
Tugas mediator adalah membuat pampihak
melupakan kerangka hukum dan
m€ndorong mereka terlibat dalam proses
komunikasi, hal ini didasarkan pada ide,
balNakejalEtan telahmenimbulkankonilik
interpersonal. Konflik itulah yang diruju
oleh proses mediasi.
b. Berorientasi pada suatu proses (procerr
Orientat i o n, P rozes  o ri enl i erung).
Mediasi penal lebih berorientasi pada
kualitas proses daripada hasil, yaitu:
menyadarkan pelaku tindak pidana akan
kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan
konflikterpecahkan, ketenangankorban
dari rasa takut dsb.
c. Proses infomal (ir/ormal Prcceeding -
Informalitat).
Mediasi penal mcrupakan proses yang
in fo rmal .  t idak  bers i fa t  b i rokrar is ,
menghindari prosedur hukum ya[g ketat.
d. Atiapartisipasi aktifdan otonom parapihak
(actfue ahd Autonomous Partic ipatiott-
Pafleiautononie / Subjektivierung).
Para pihak (pelaku dan korban) tidak
dilihat sebagai objek dari prosedur hukum
pidana, tetapi lebih sebagai subyek yang
mempunyai tanggungjawab pribadi dan
kcmampuan untuk bcrbuat atas
kehendaknya sendiri.
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bisa dikatagorikan sebagai upaya karena
bersifat prevcntif yaitu sebagai upaya
pencegahan terj adi tindak pidana pencurian
kalu. Hal ini disebabkan hak-hak masyarakat
scbagian telah diakui dcngan kcsetaman posrsr
dalam kerjasama PIIBM dalam pcngelolaan
sumberdaya hutan. Mercka akan memperoleh
hasil yarg lebih baik atau manfaat lcbih banyak
dibanding dengan mencuri. Efek lain yang
dapat di petik dalam perjanjian PHBM
masyarakat kan mcmiliki kesadaran akan
kclcsturian dan keberlajutan sumberdaya hutan
schingga mereka akan turut menjaga
sumberdaya hutan yaitu dengan mcnghentikan
penebangan hutan yang semena-mena d n
ilegal danjuga otomatis masyaratjuga aka[
berperan aktif dalam pengawasannya gar
sumber daya hutan itu lcstari dan
berkelanjutan karena kondisi yang demikian
akan mempenganrhi keberlangsungan PHBM
dan mendapatkan hasil yaog optimal.
PHBM juga merupakan konsep yang
sesuai dcngan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai
Kerulranan (morahelegius), nilai kemanusiaan
(humanistik) dan nilai kemasyarakatan
(nasionalistik, demokratik dan berkeadilan
sosial). Hal terwujud karcna dengan adanya
PHBM, berarti ketenangan terj aga, hubungan
baik kembali menjadi lcbih harmonis karena
terdapat suatu persetuj uan yang merupakan
kesepakatan bersama yang masing-masing
pihak merasa terpenuhinya kepentingan yang
dirasakan cukup fairatauadil. Hal tersebut
akan mengembalikan keserasian hubungan
antara sesama manusia, antara manusia dan
linglungan hidup sebagai upaya sadardari
mahluk Tuhan yang mempunyai kewajiban
untuk memelihara l ingkugan hidup
scbagaimana b nyak di wajibkan di dalam
semua agama yang ada di Indonesia.
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Masyarakat (PHBM) juga tidak meniadakan
pemn dari pemerintah daerah, hal ini selaras
dengan era otooomi daerah yang mana peran
daerah lebih ditingkatkan dibandingpada em
sebelum otonomidaerah. Hal tersebut bisa
dilihat dari hak dan kewajiban paxa pihak
didalam peqanjian PHPM ini, adapun bak dan
kewajiban masing-masing pihak antara lain:
l. Hak dan kcwajiban masyarakat desa
antara lain:
Hak-hak masyarakat desa:
a. men).usun rcncaftr pelaksanaan PHBM
b. melaksanakan pelaksanaa[ PHBM
c. mengevaluasi pelaksanaan PHBM, dan
d. mempercleh marfaat dari hasil kegiatan
sesuai dengan ilai dan proporsi faktor
produksi yang dikontribusika.nnya.
Kewaj iban masyarakat dcsa: melindungi,
menjaga dan melestarikan sumber daya
hutan untuk keberlanjutan fungsi dan
manfaatnya, serta memberikan kontribusi
faktor produksi sesuai dengan
kemampuarmya.
2. Hak dan kewaj iban Perhutani antara lam :
Hak-hak PT.Perhutani:
a. menyusun rgncana pelaksanaan PIIBM
b. melaksanakan pelaksanaan PHBM
c. mengevaluasi pelaksanaan PIIBM
d memperoleh manfaat dari hasil kegiatan
sesuai dengan ilai dan proporsi faktor
ploduki yang dikontribusikainya.
e. mernperoleh dukungan masyarakat desa
hutan dan pihak yang berkepentingan
dalam perlindungan Sumber daya hutan
untuk berkelanjutan fungsi dan
manfaatnya.
Kewajiban PLPerhutani
a. melhdungi, menjaga dan melestarikan
sumber daya hutan untuk keberlanjutan
fungsi dan manfaatnya,
b. rnemberikan konu-ibusi faktor produki
sesuai dengan kemampuarmy4
c. memfasilitasi dalarn proses PIIBM.
3. Hak dan kewajiban Pemerinrah Propinsi
dan Kabupater/ Kota antam lain
Hak-hak rDeliDuti :
memperoleh PBB
mcmperoleh Provisi Sumbcr dala hutan(PSDrr)
mcmperoleh nranfaat dari hasil kegiatan
baik berupa kayu dan non kayu (dalam
bentukuang/sesuai dengan kontribusi
a.
b.
yang diberikan dalam kogiatan PHBM
Kewajiban Pcmerintah Propinsi dan
Kabupater/ Kota:
a. membimbing dan mcmberdayakan
nasyarakat desa hutan
b. mengamankan sumberdaya hutan
c. memfasilitasi kegiatan PHBM serta
mendorong proses optimalisasi dan
berkembangnya kegiatan.
Guna mendkung keberhasilar PHBM di
IGbupaten / Kota dan Propinsi dibenruk forum
komunikasi PHBM mtuk memberi masukan-
masukan serta disetiap tingkatan dibentuk
kesekretariatan tctap/ kelompok kerja
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
yang dibenn* berdasar pchmjuk pelakanaan
PHBM. LMDH mewakili desa hutan untuk
bekerjasama dengan PT.Perhutani
III PENUTUP
Kesimpulan
Ada upaya pengal-uan hak masyarakat
adat dalam ketentuan pengelolaan sumber
da)" huran di lndonesia kan tetapi tidakjelas
dan pengakuan tersebut t idak secara
keseluruhan, yaitu terbukti dengan
dimasukkannya hutan adat sebagai hutan
negara. Sehingga masyamkat tidak memiliki
hak atas tanah adat meskipDn secam de facto
hutan adat te$ebut jika ditelusuri sudah
mereka miliki dan mereka kelola sudah sejak
jaman nenek moyang mereka-
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
adalah suatu bentuk kerjasama antara
PT.Perhutani, Masyarakat Desa Adat dall
pihal-pi.hak terkart lainnya- konscp ini sesuai
nilai-nilai Pancasila ntara lain nilai Ketuharwr
(moral relegi-:s), nilai kemanusiaan (hurnanistik)
dan rilai kemasyamkatan (nasionalistik,
demokatik dan berkeadilan sosial), yang
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mana penerapannya dapat dirasakan
menghasilkan man laal ganda, anBra lain
t€rakomodasikarmya s€mua kepentingarf baik
kepentingan Pf .Perhutani, Pemsrintah Daerah
rnaupun rnasyat"kat sehingga dengan PHBM
dapat meredam konflik kepentingao.
Dengan demikian masing-masing pihak
merasa memiliki sumberdaya hutan, maka
secaraotornatis menimbulkafl tanggungjawab
masing-rnasingpihakuntuk senantiasameqjaga
kelestarian sumber daya hutan dari kerusakan.
PHBM dapat dikatakan sebagai wujud upaya
pengakuan hak masyarakat adat meskipun
hanya terbatas pada pengakuan hak atas
pengelolaan surnb€r daya hutan saja- Meskipun
demikian PHBM dapat mcningkatkan
kesejahteraan masyarakat disekitar hutan
sehingga tuntutan masyarakat erhadap
pengakuan hak masyarakat adat scpenuhnya
(termasuk milik hutan adao dapat diredam
Saran :
Konsep PHBM perlu di integrasikan ke
dalam kebijakan hukum tentang pengelolaan
hutan secara nasional sehingga konsep
tersebut barus dituangkatr dalam peraturan
yang lebih tinggi (uodang-undang) sehingga
mempunyai daya berlaku secara nasional tidak
hanya sekedar dituangkan dalam SK
Gubemw.
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